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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

A. Sejarah dan Biografi Badan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) Kota Banjarmasin 

 

1. Latar Belakang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah membentuk 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten/Kota, 

maka dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan sebagaimana Undang Undang 23 tahun 2014  tentang 

Pemerintah  Daerah,  pelaksanaan  Perlindungan Konsumen   di seluruh 

daerah Kabupaten/Kota  menjadi kewenangan Daerah Provinsi.  

Memperhatikan  era perdagangan bebas dan semakin majunya 

teknologi informasi  dan aneka ragam produk-produk  yang ditawarkan 

dengan kualitas rendah tidak bermutu serta tindakan semena-mena dari 

pelaku usaha yang pada akhirnya tidak  menghiraukan lagi keamanan dan 

kenyamanan konsumen. 

Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perdagangan melakukan 

perhatian terhadap pentingnya Perlindungan Konsumen sehingga 

berdasarakan amanat  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 

memfasilitasi terbentuknya adanya Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK)  yang merupakan lembaga non struktural yang 
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berkedudukan di kabupaten/ kota dengan pembiaya dari pemerintah 

provinsi. 

2. Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota 

Banjarmasin 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia, Nomor 674 Tahun 2018  yang ditandatangani Menteri 

Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita pada 22 Maret 2018.   dilakukan  

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah oleh  Gubernur Kalimantan 

Selatan, H. Sahbirin Noor pada selasa 17 April 2018 di Aula Dinas 

Perdagangan provinsi kalimantan selatan. : sebanyak 9 (sembilan) orang 

anggota  yang berasal dari unsur Pemerintah, Pelaku usaha dan 

Konsumen. 

Keanggotaan 9 (sembilan) orang:  

1. H Siswansyah, SH., MH ( Unsur Pemerintah ) 

2. Mujiburrahman, SH ( Unsur Pemerintah ) 

3. Zakiyah SH MH ( Unsur Pemerintah ) 

4. Dr H Fauzan Ramon SH MH ( Unsur Konsumen ) 

5. Hj Mursidah SPd SH MPd ( Unsur Konsumen ) 

6.  Anshari Yannoor SHI ( Unsur Konsumen ) 

7.  Nawang Wijayati SH ( Unsur Pelaku Usaha ) 

8.  Syahrani SH ( Unsur Pelaku Usaha ) 

9. M Syaukani ST MKom MCs ( Unsur Pelaku Usaha ) 

Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  Kota 

Banjarmasin: 
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Kantor Dinas Perdagangan Kalimantan Jl. Letjend S. Parman No. 

44 Banjarmasin Telp. 0819 5500 999 Email 

bpsk.banjarmasin@gmail.com 

3. Visi dan Misi 

VISI “ Terwujudnya sistem penyelenggaraan perlindungan konsumen 

dan pelaku usaha secara berkeadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat. ”  

MISI: 

1. Menyelenggarakan perlindungan konsumen dengan azas keadilan, 

kepastian hukum, manfaat, keseimbangan, kesetaraan konsumen dan 

pelaku usaha. 

2. Mewujudkan kemandirian dan keberdayaan konsumen dalam 

mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban sehingga 

terangkat harkat dan marrtabatnya sebagai konsumen.  

3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, sehingga tumbuh sikap jujur 

dan bertanggungjawab dalam menyediakan barang / jasa. 

4. Prinsip Dasar Penyelesaian di Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) 

 

1. Pilihan Sukarela. 

2. Bukan berjenjang. 

3. Penyelesaian oleh para pihak. 

4. Penyelesaian oleh Majelis. 

5. Tanpa Lawyer/pengacara. 

6. Mudah, cepat dan Sederhana. 

 

mailto:bpsk.banjarmasin@gmail.com
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5. Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen 
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B. Surat-surat  
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C. Foto Wawancara  

 

 

  

Wawancara bersama anggota Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Banjarmasin 

Wawancara bersama bapak Syahrani melalaui media whatsapp 
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Wawancara bersama ibu Faridah sebagai pengguna jasa parkir  

Wawancara bersama bapak Ahmad Yani sebagai pengguna jasa 

parkir  
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Wawancara bersama ibu Safitri sebagai pengguna jasa parkir  

Wawancara bersama ibu Ratih Mega Sari, AMK sebagai pengguna 

jasa parkir  
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Wawancara bersama bapak Alex Sandra, S.AP Kasubbag TU UPTD 

Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin  
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DAFTAR PERTANYAAN 

 

Nama    :  

Tempat Tanggal Lahir : 

Alamat    : 

Pekerjaan   : 

Umur    : 

 

A. Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin 

 

1. Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin 

melaksanakan pengawasan klausula baku yang diberikan amanah oleh 

Undang-Undang perlindungan konsumen ? 

2. Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin 

melaksanakan dari 3 model didalam pengawasan ? 

3. Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin 

mengetahui adanya pengelola parkir yang menggunakan klausula 

eksonerasi atau klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang 

perlindungan konsumen ? 

4. Kendala atau faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin dalam melaksanakan 

pengawasan klausula baku ? 

5. Apakah ada regulasi yang menjadi dasar Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan hanya 

menunggu aduan dari konsumen ? 

B. Konsumen Pengguna jasa parkir 

1. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen di Kota Banjarmasin yang memiliki tugas salah satunya 
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melakukan pengawasan klausula baku yang tidak diperbolehkan oleh 

Undang-Undang dan juga menerima aduan tentang klausula yang dilarang 

tersebut ? 

2. Jika bapak/ibu sudah mengetahui bahwa tulisan kecil yang ada di karcis 

parkir dapat merugikan konsumen pengguna jasa parkir, apakah bapak/ibu 

berdiam saja atau melakukan aduan ke Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Banjarmasin ? 

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu apakah seharusnya Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen di Kota Banjarmasin ke lapangan atau konsumen 

yang melakukan aduan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Banjarmasin ? 

 

C. Kasubbag TU UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin 

1. Apakah 6 (enam) sampel karcis dari beberapa tempat parkir dibuat sendiri 

oleh pelaku usaha atau dari UPTD parkir Kota Banjarmasin ? 
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RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama    : Fitriah 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Basirih Hilir, 08 Januari 1998 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia  

5. Status Perkawinan  : Belum Menikah 

6. Alamat Sekarang  : Jalan Pandu gang 3 nomor 69, Kelurahan 

Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, 

Provinsi Kalimantan Selatan 

7. Alamat Asal   : Jalan Samuda Ujung Pandaran, RT 023 

RW 005, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, 

Provinsi Kalimantan Tengah 

8. Pendidikan 

a. SD Nengeri 2 Basirih Hilir (2004-2010) 

b. SMP IT Al-Madaniyah Samuda (2011-2014) 

c. SMA IT Al-Madaniyah Samuda (2014-2017) 

d. UIN Antasari Banjarmasin (2017-2021) 

9. Pengalaman Organisasi 

a. Sekretaris Bidang Minbat ASRI (2018-2019) 

b. Sekretaris Umum II HMJ HES (2018-2019) 

c. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan HMJ HES (2019-2020) 

d. Anggota FKHI (2019-2020) 

e. Genbi Kalimantan Selatan (2019) 

f. Komunitas KIC 2020 

10. Prestasi  

a. Moderator Seminar Nasional HMJ HES (2020) 

b. 10 Besar Putri Hijab Kalimantan Tengah 2020 

c. Karya wattpad dengan judul Mentari Yang Dirindukan 

11. Orang Tua  

Ayah  



111 

 

 

Nama    : Ahmad Wahyu 

Pekerjaan   : Petani  

Alamat    : Jalan Samuda Ujung Pandaran, RT 023 

RW 005, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, 

Provinsi Kalimantan Tengah 

Ibu  

Nama    : Siti Maryam  

Pekerjaan   : Mengurus Rumah Tangga 

Alamat    : Jalan Samuda Ujung Pandaran, RT 023 

RW 005, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, 

Provinsi Kalimantan Tengah 

12. Saudara (jumlah saudara) : Anak pertama dari dua bersaudara 

 

Banjarmasin, 5 April 2021 

Penulis,  

 

 

Fitriah 




